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License. To ensure effective, efficient, and equitable consumer protection in e-
commerce, Indonesia needs stronger regulations, increased
awareness, and better institutional support.

PENDAHULUAN

Kepatuhan kantor Notaris terhadap regulasi pertanahan dalam pembuatan
akta tanah menjadi isu penting dalam menjaga integritas sistem hukum
pertanahan di Indonesia (Hidayatulloh & Musyafah, 2025). Sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan
bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku (Al-Asyari & Yunanto, 2025). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi
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pertanahan tidak hanya penting untuk menjaga legalitas transaksi, tetapi juga
untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Regulasi pertanahan di Indonesia menetapkan berbagai kewajiban bagi
Notaris sebagai PPAT, termasuk kewajiban untuk membuat Laporan Bulanan
kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Fellisia, 2024). Namun, efektivitas
pengawasan oleh BPN masih menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait
dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi (Suharto & Supadno,
2023). Meskipun demikian, pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk
mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini
akan mengevaluasi bagaimana mekanisme pengawasan tersebut berjalan dan
seberapa efektif dalam menegakkan kepatuhan.

Selain itu, kendala dalam proses pembuatan akta tanah juga menjadi fokus
penelitian ini. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan beberapa klien
dalam melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengikatan jual beli
(Aditama, 2018). Ketidaklengkapan dokumen ini tidak hanya menghambat proses
pembuatan akta tanah, tetapi juga dapat memperpanjang waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi (Putri & Aminah, 2025). Notaris harus
memastikan bahwa semua dokumen yang diterima sah dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, yang kadang kala memerlukan verifikasi tambahan.
Kendala-kendala ini menguji kesabaran dan ketelitian Notaris dalam melayani
klien.

Dampak hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan
administrasi akta tanah juga akan dibahas dalam penelitian ini. Pihak yang
dirugikan memiliki hak untuk melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah
(MPD) dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) (Seruni et al., 2025).
Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan serta
menjaga integritas profesi Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris
meliputi peringatan, teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin praktik.
Dengan demikian, penting bagi Notaris untuk selalu mematuhi regulasi yang
berlaku dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab (Ayuningtyas,
2020).

Hukum agraria mengatur hubungan antara manusia dengan bumi, air,
ruang angkasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah (Candrawasti &
Hartana, 2019). Pemahaman yang mendalam mengenai hukum agraria sangat
penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan
sumber daya alam yang ada. Notaris/PPAT perlu memahami hak-hak pemilikan
tanah, pembagian tanah, dan pemindahan hak atas tanah (Iftitah, 2014).
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Pengetahuan ini akan membantu Notaris/PPAT dalam memberikan pelayanan
yang tepat kepada klien dan menghindari sengketa tanah di masa depan.

Dengan memahami kendala dan dampak hukum yang terkait dengan
pembuatan akta tanah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi
kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan
Notaris terhadap regulasi pertanahan. Harapannya, penelitian ini dapat
berkontribusi dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil, transparan,
dan terpercaya di Indonesia. Dengan demikian, Notaris sebagai PPAT dapat
menjalankan perannya dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal
bagi masyarakat. Pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan
kepatuhan Notaris di Malang serta solusi untuk mengatasi kendala yang ada.
Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Notaris dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam
transaksi pertanahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris (Qamar et al., 2017).
Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan
data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan survei, serta
mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan Notaris di Malang dan analisis dokumen terkait
regulasi pertanahan. Selain itu, observasi terhadap proses pembuatan akta tanah
dan pengawasan oleh BPN juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang
komprehensif. memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis
(st melalui tiga tahapan yaitu (Creswell & Creswell, 2018): mereduksi data,
menyajiankan data, dan menarikan kesimpulan yang berkaitan dengan
permasalahan pertanahan di Notaris Malang dan pengawasannya oleh BPN.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Kepatuhan kantor Notaris di Malang terhadap regulasi pertanahan dalam
pembuatan akta tanah hampir semuanya patuh. Hal ini disebabkan karena
adanya sanksi hukum yang berlaku jika Notaris tidak mematuhi regulasi
pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa
denda, pencabutan izin praktik, hingga sanksi pidana. Oleh karena itu, Notaris di
Malang berusaha untuk selalu mematuhi peraturan yang ada demi menjaga
profesionalisme dan kelangsungan praktik mereka. Komitmen ini mencerminkan
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integritas dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya (Wibowo,
2022).

Namun, dalam proses pembuatan akta tanah, terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh Notaris. Salah satu kendala utamanya adalah
ketidakmampuan beberapa klien dalam melengkapi dokumen yang menjadi
persyaratan pengikatan jual beli. Ketidak lengkapan dokumen ini dapat
menghambat proses pembuatan akta tanah dan memperpanjang waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi (Mahar, 2024). Selain itu, Notaris harus
memastikan bahwa semua dokumen yang diterima sah dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, yang kadang kala memerlukan verifikasi tambahan
(Wiyarta & Silviana, 2025). Kendala-kendala ini menguji kesabaran dan ketelitian
Notaris dalam melayani klien.

Dalam faktor sosial, juga berkontribusi dalam tantangan ini, di mana adanya
rasa saling percaya antara PPAT dan klien sering kali mengakibatkan pengabaian
prosedur pendaftaran yang seharusnya diikuti. Beban kerja dan kesibukan PPAT
menjadi kendala tambahan, menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajiban
pendaftaran akta tepat waktu. Di samping itu, aspek administratif, seperti masalah
vertifikasi pajak dalam transaksi jual beli tanah, semakin menambah kompleksitas
dalam proses pendaftaran (Misranto & Putra, 2021). Tantangan-tantangan ini
menunjukkan perlunya perbaikan dalam system pendaftaran tanah dan
penegakan hukum agar proses pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai
dengan ketentuan yang ada.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Notaris seringkali memberikan bantuan
dan bimbingan kepada klien agar mereka dapat melengkapi dokumen yang
diperlukan dengan benar. Mereka juga menjalin komunikasi yang baik dengan
berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses verifikasi dokumen
(Christianto, 2008). Dengan demikian, meskipun ada kendala, Notaris di Malang
berupaya untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi pertanahan dan
memberikan pelayanan terbaik kepada klien mereka. Upaya ini dilakukan demi
menciptakan lingkungan transaksi yang aman, transparan, dan terpercaya.
Kesungguhan ini memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi
dengan baik.

Efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) terhadap praktik pembuatan akta tanah di kantor
Notaris yang juga berfungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
sangatlah penting (Hagabean, 2016). BPN memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap akta tanah dibuat sesuai dengan peraturan yang

MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2025 | 18



Ari Tasyabani M dan Defan Auli R. Tantangan Hukum dalam Pertanahan...

berlaku dan tidak ada penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, mekanisme
pengawasan harus dilakukan secara maksimal untuk menjaga integritas dan
transparansi dalam proses pembuatan akta tanah. Pengawasan yang ketat juga
diperlukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif,
BPN dapat memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan dengan adil
dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu cara untuk memastikan efektivitas pengawasan adalah dengan
mewajibkan Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT untuk membuat Laporan
Bulanan kepada BPN (Huda & Suhaini, 2024). Laporan ini harus diserahkan setiap
awal bulan, baik ada akta yang dibuat maupun tidak. Kewajiban ini bertujuan
untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas
pembuatan akta tanah. Dengan adanya laporan rutin, BPN dapat memantau dan
mengevaluasi kinerja Notaris secara berkala, serta mengambil tindakan yang
diperlukan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran. Selain itu,
laporan ini juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung
jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun mekanisme pengawasan ini sudah diterapkan, masih terdapat
berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala
utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di BPN, yang
dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Selain itu, masih ada beberapa
Notaris yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi kewajiban pelaporan
ini (Adhani, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas dan
sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan dan pengawasan yang baik. Dengan
demikian, BPN dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan memastikan
bahwa setiap akta tanah dibuat dengan transparansi dan integritas yang tinggi.

Dampak hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan
administrasi akta tanah di kantor Notaris dapat sangat serius. Salah satu tindakan
yang bisa dilakukan adalah melaporkan Notaris ke MPD (Majelis Pengawas
Daerah) tempat kedudukan kerja atau wilayah kerja Notaris tersebut (Pakaya et
al, 2024). MPD memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran yang
dilakukan oleh Notaris dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan
tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan,
teguran tertulis, atau bahkan pencabutan izin praktik Notaris jika terbukti
melakukan pelanggaran berat. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak
pihak yang dirugikan dan menjaga integritas profesi Notaris.
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Selain itu, pihak yang dirugikan juga memiliki hak untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Gugatan ini dapat diajukan untuk menuntut
ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kesalahan administrasi yang
dilakukan oleh Notaris (Muslim & Gunawan, 2019). Pengadilan Negeri akan
mengevaluasi  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat dan
mempertimbangkan apakah ada kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh
Notaris. Jika terbukti, Notaris bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada
pihak yang dirugikan. Proses pengadilan ini memberikan jalur hukum yang jelas
bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Tindakan hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pihak yang
dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi Notaris akan pentingnya
menjaga ketelitian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.
Kesalahan administrasi dalam pembuatan akta tanah dapat berdampak luas, tidak
hanya merugikan individu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik
terhadap sistem hukum dan pertanahan (Febiastari A et al., 2024). Oleh karena
itu, penting bagi Notaris untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan
menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kualitas
dan integritas profesi Notaris dapat terjaga dengan baik, serta hak-hak
masyarakat dapat terlindungi.

Pemahaman seorang Notaris/PPAT mengenai pengertian hukum agraria
dalam konteks hukum nasional sangatlah penting. Secara umum, hukum agraria
adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan bumi, air, ruang
angkasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah (Candrawasti &
Hartana, 2019). Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang peraturan dan
prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya alam tersebut dapat
digunakan dan dikelola. Dalam konteks ini, Notaris/PPAT harus memahami tujuan
utama dari hukum agraria yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan
dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Secara khusus, hukum agraria juga mengatur hak-hak pemilikan tanah,
pembagian tanah, dan pemindahan hak atas tanah. Notaris/PPAT perlu
memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam hal ini untuk
memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan secara sah dan sesuai dengan
hukum (Isnaini et al., 2018). Selain itu, mereka harus mengetahui berbagai jenis
hak atas tanah yang diakui di Indonesia, seperti hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan, dan hak pakai. Pengetahuan ini penting untuk memberikan
pelayanan yang tepat kepada klien dan menghindari sengketa tanah di masa
depan.
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Pemahaman hukum agraria juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak
rakyat dan menangani masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah.
Notaris/PPAT harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama hak-hak
masyarakat adat dan masyarakat kecil, dilindungi dalam setiap transaksi tanah.
Mereka juga harus mampu menangani berbagai masalah yang mungkin timbul,
seperti sengketa tanah, pencaplokan tanah, dan konversi lahan pertanian menjadi
lahan non-pertanian (Moniaga et al., 2024). Dengan pemahaman yang mendalam
mengenai hukum agraria, Notaris/PPAT dapat menjalankan tugasnya dengan
profesional dan berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang
adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kepatuhan kantor notaris di Malang terhadap regulasi pertahanan terbukti
cukup tungi. Meski demikian, dalam proses pembuatan akta tanah, Notaris sering
menghadapi kendala, terutama ketidaklengkapan dokumen dari klien yang dapat
memperlambat transaksi. Notaris berupaya mengatasi kendala ini dengan
memberikan bimbingan kepada klien dan menjalin komunikasi dengan instansi
terkait. Pentingnya pengawasan yang efektif dari Badan Pertanahan Nasional
(BPN) juga menjadi sorotan utama untuk memastikan setiap transaksi pertanahan
dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan ini
mencakup kewajiban Notaris untuk membuat Laporan Bulanan, yang berfungsi
sebagai alat transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun sudah ada mekanisme pengawasan, tantangan seperti
keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi masih menjadi hambatan
dalam pelaksanaannya. Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Notaris dapat
berdampak serius pada pihak-pihak yang dirugikan, yang berhak melaporkan
Notaris ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri (PN). Oleh karena itu, Notaris harus selalu mematuhi regulasi
yang berlaku dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Pemahaman mendalam mengenai hukum agraria juga sangat penting bagi
Notaris untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi
tanah. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan
kapasitas dan sosialisasi untuk memastikan bahwa Notaris dapat menjalankan
tugas mereka secara profesional dan berkontribusi dalam menciptakan tata kelola
pertanahan yang adil dan berkelanjutan.
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